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MUHAMMAD IKHSAN  (B11110110) Implementasi Asas Keterbukaan DPRD 
dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 7 Tahun 2012 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (dibimbing oleh 
Achmad Ruslan dan M. Zulfan Hakim).  
 
 Studi ini bertujuan untuk mengetahui metode dan proses pelaksanaan 
asas keterbukaan oleh DPRD kota Makassar dalam penyusunan Peraturan 
Daerah Kota Makassar. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kajian empiris 
dengan penekanan pada pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan metode penelitian analisis kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembahasan dan 
penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD belum 
sepenuhnya dilakukan secara terbuka atau tidak transparan, karena masih 
adanya rapat yang seharusnya bersifat terbuka untuk publik namun 
dilaksanakan secara tertutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
asas keterbukaan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Makassar ada 2 
yaitu Faktor pendukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai, kesediaan tenaga ahli dan tenaga pengadaan yang bertugas, dan 
kehadiran anggota DPRD (tepat waktu), sedangkan faktor penghambat yaitu 
minimnya pemahaman atau tidak meratanya pemahaman Anggota DPRD 
tentang penyusunan Perturan Daerah, pola komunikasi kurang efektif, 
keterlambatan penyetoran Rencana Kerja Anggaran dari Pemerintah Kota, 
beberapa Anggota DPRD terkesan lebih mengedepankan kepentingan partai 
daripada kepentingan rakyat, dan DPRD masih menganggap hasil penetapan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat 
sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) perubahan ketiga 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
NRI 1945) bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Kedaulatan sendiri 
berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan itu berarti 
rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. 
Kekuasaan tertinggi dalam konsep demokrasi yang dianut oleh 
Indonesia adalah ada di tangan rakyat, ini menunjukkan bahwa rakyat 
seharusnya terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, 
melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai 
pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan yang dibuat oleh pihak 
eksekutif.  
Pemerintah dituntut juga secara aktif membuka diri demi 
kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan umum diartikan 
sebagai keseluruhan prasyarat sosial yang memungkinkan atau 
mempermudah manusia mengembangkan semua nilainya, atau suatu 
kondisi kehidupan sosial yang diperlukan agar setiap individu, 
keluarga, dan kelompok masyarakat dapat mencapai keutuhan atau 
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perkembangan yang lebih utuh dan cepat, yang terdiri atas syarat-
syarat yang harus dipenuhi agar masyarakat merasa sejahtera. 
Pemerintah juga dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya 
harus mengedepankan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas 
sebagai semangat yang dominan dalam mewarnai proses 
penyelenggaraan pemerintah pada umumnya. Keselarasan 
penyelenggaraan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan 
daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan atau perpanjangan 
tangan pusat ke daerah tetapi harus mengedepankan transparansi, 
efisiensi dan efektivitas terhadap pelayanan publik kepada 
masyarakat. 
Partisipasi masyarakat atau partisipasi publik dalam 
penyusunan Peraturan Daerah merupakan hak masyarakat, yang 
dapat dilakukan baik dalam tahap persiapan maupun tahap 
pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada 
masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga 
haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah 
untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan 
Peraturan Daerah. 
Penerapan suatu Peraturan Daerah harus tepat guna dan 
berhasil guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja dengan 
mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. 
Kemudian dalam proses penyusunan Peraturan Daerah tersebut 
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parapihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun 
tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus 
dilibatkan, karena partisipasi masyarakat berkaitan dengan 
keterbukaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut 
DPRD) dalam penyusunan peraturan daerah. 
Penyusunan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD 
harus mengedepankan asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas 
profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Ini juga menjadi dasar 
pembentukan peraturan daerah agar dapat merealisasikan 
penyusunan maupun pelaksanannya dengan sempurna. 
Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan APBD harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. 
Salah satu ciri utama dalam pengelolaan APBD adalah transparansi. 
Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan 
yang baik adalah adanya pengelolaan APBD yang baik. Pemerintah 
dituntut untuk terbuka dan menjamin akses pemegang kendali 
terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, 
alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan 
dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. 
DPRD Kota Makassar bertugas membentuk Peraturan Daerah 
bersama badan Eksekutif dan kemudian membahas dan memberikan 
persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Walikota. Selain 
membahas, DPRD Kota Makassar juga bertugas mengawasi 
pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah Kota Makassar. Dalam hal ini pemerintah dituntut aktif dalam 
menjalankan fungsi dan tugas bersifat terbuka, berdasarkan UU 
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh 
DPRD kota Makassar masih belum sepenuhnya melibatkan 
masayarakat, khususnya terhadap Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ini disebabkan oleh 
kurangnya sosialisasi terhadap rancangan pembentukan Peraturan 
Daerah yang dibuat oleh DPRD. Lebih lanjut menurut komite 
pemantau legislatif dari pemantauan langsung masih kurang 
koordinasi dari pihak pemerintah Kota Makssar dengan DPRD, 
dimana pemerintah daerah dalam pengajuan dokumen seringkali 
terlambat dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja daeah, sehingga dalam pembahasan peraturan daerah Kota 
Makassar tentang APBD tidak terakomodir dengan baik sehingga 
secara otomatis pembahasan dan penyusunan bersifat tergesa-
gesadan menimbulkan bentuk transparansi yang kurang sempurna.  
Selain itu sebagian Anggota DPRD kota Makassar masih 
mengedepankan kepentingan kelompok yang dimana masih lebih 
mementingkan kepentingan partai-partai politik dibandingkan dengan 
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kepentingan masyarakat. Oleh karena itulah sehingga sebagian besar 
masyarakat kota Makassar tidak mengetahui Peraturan Daerah 
tentang ABPD yang dihasilkan tersebut. 
Contoh kasus yang bisa kita lihat misalnya dalam Rapat Badan 
Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar, dimana rapat tersebut 
digelar secara tertutup. Hal ini menuai sorotan dari Komite Pemantau 
Legislatif Indonesia (KOPEL) yang menganggap DPRD Kota 
Makassar tidak transparan. Menurut KOPEL Indonesia seharusnya 
semua lembaga publik harus terbuka sebagaimana telah diatur dalam 
Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP). 
Tertutupnya rapat Bamus ini dianggap hanya untuk merancang 
sebuah agenda untuk mengakomodir kepentingan individu atau pihak-
pihak tertentu di DPRD Kota Makassar, dan kembali mempertegas 
DPRD Kota Makassar tidak pro terhadap keterbukaan. Berdasarkan 
informasi yang berhasil dihimpun pemantau KOPEL Indonesia, 
rencananya rapat ini membahas waktu penetapan atau selesainya 
pembahasan rancangan APBD Kota Makssar, dan waktu pelaksanaan 
rapat-rapat dalam rangka menuntaskan pembahasan rancangan 
APBD Kota Makassar Tahun 2015. 
Melihat permasalahan diatas, perlu untuk dilakukan inovasi 
dalam proses perencanaan sehingga aspirasi-aspirasi politik diyakini 
benar-benar terserap dalam perencanaan. Dengan demikian, 
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pembahasan rancangan APBD dapat lebih terfokus pada besaran 
dana yang seharusnya dialokasikan dan tidak lagi terlalu terbebani 
dengan transaksi-transaksi politik. Selain itu diperlukan juga 
pengembangan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi dengan 
cara transparan mengenai perencanaan Peraturan Daerah dan 
penganggaran berbasis kinerja. Tujuan utama dilakukannya langkah 
ini adalah untuk mengubah paradigma tradisional yang berfokus pada 
penganggaran uang menjadi paradigma yang berbasis kinerja yang 
menitikberatkan pada perencanaan kegiatan yang menjawab akar 
permasalahan di masyarakat. 
Dari uraian fakta diatas mendorong penulis untuk meneliti 
mengenai. “Implementasi Asas Keterbukaan DPRD dalam 
Penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 7 Tahun 2012 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” 
B. Rumusan Masalah  
Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Asas Keterbukaan DPRD dalam 
penyusunan peraturan daerah Kota Makassar? 
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan asas 





C. Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui koordinasi DPRD dan informasi yang benar 
dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
kewenangan DPRD mengenai asas keterbukaan dalam 
penyusunan peraturan daerah kota Makassar.  
D. Manfaat Penulisan 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Tata Negara, dalam hal 
implementasi asas keterbukaan. Hasil penelitian ini juga 
bermanfaat untuk menambah literatur bagi dunia akademis. 
2. Secara Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan para 
pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang Hukum Tata 
Negara, khususnya DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan 







A. Pemerintah Daerah 
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia1 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 23 Tahun 
2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menerangkan  bahwa 
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.2 
Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, 
Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 
                                                             
1 Pasal 1 angka 2 Undang-undang  No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
2 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah Daerah 
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Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu 
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi 
dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu 
memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek 
hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan 
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumberer daya manusia. 
Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam 
persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya 
tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai 
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 
daerah dalam kesatuan sistem penyenggaraan pemerintahan negara. 
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 17  
Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menerangkan bahwa 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD 
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adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3 
DPRD adalah Lembaga Politik Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada 
umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan 
kekuasaan legilslatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga 
legilslatif di daerah. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 
Tentang Pemerintah daerah mengatur susunan dan kedudukan 
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dijelaskan dalamPasal 147 
“DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Pasal 148 
“(1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat 
Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. (2) Anggota 
DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.4 
Fungsi utama DPRD adalah untuk mengontrol jalannya 
pemerintahan di Daerah, sedangkan berkenaan dengan fungsi 
legislatif, posisi DPRD bukanlah aktor yang dominan. Pemegang 
kekuasaan yang dominan dibidang legislatif itu tetap Gubernur atau 
Bupati/Walikota, sehingga dapat kita mengerti bahwa sebenarnya, 
lembaga parlemen itu adalah lembaga politik, dan karena itu 
pertama-tama haruslah dipahami sebagai lembaga politik. 
                                                             
3 Undang-Undang No 17  Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
4Pasal 147-148 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 
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Sifatnya sebagai lembaga politik itu tercermin dalam 
fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sedangkan 
fungsi legislasi lebih berkaitan dengan sifat-sifat teknis yang banyak 
membutuhkan prasyarat-prasyarat dan dukungan-dukungan yang 
teknis pula.Sebagai lembaga politik, prasyarat pokok untuk menjadi 
anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat 
keahlian yang lebih bersifat teknis daripada politis5. Meskipun 
seseorang memiliki gelar. Jika yang bersangkutan tidak dipercaya 
oleh rakyat, ia tidak bisa menjadi anggota parlemen. Tetapi 
sebaliknya, meskipun seseorang tidak tamat sekolah dasar, tetapi 
ia mendapat kepercayaan dari rakyat, maka yang bersangkutan 
dilegitimasikan untuk menjadi anggota parlemen. 
Pelaksanaan fungsi beserta peranan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia merupakan implementasi dari 
keadaan sistem politik dan pemerintahan yang dianut Indonesia 
sekarang yakni demokrasi. Dengan cara meletakkan wakil-wakil 
yang dipilih secara langsung untuk memperjuangkan nasib yang 
diwakili melalui kebijakan-kebijakan publik berupa peraturan 
daerah. Peraturan daerah merupakan manifestasi dari peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi disesuaikan dengan kondisi 
dan kepentingan masyarakat di daerah. 
                                                             
5 Djojosoekarto, Agung. Akuntabilitas Publik dan Funsi DPRD, penerbit Communication; Jakarta, 
2004, Hal. 71. 
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Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menampung 
aspirasi masyarakat daerah untuk kemajuan dan kemaslahatan 
masyarakat didaerah disesuaikan dari Peraturan Perundang-
undangan di atasnya karena berhasilnya pemerintah daerah dalam 
konteks demokrasi dan otonomi daerah dewasa ini dapat dilihat 
dari bagaimana pemerintah daerah mampu menampung keinginan 
masyarakat untuk ditransformasikan dan diformulasikan menjadi 
kebijakan publik berupa peraturan daerah yang berpihak pada 
masyarakat daerah. 
Dilihat dari aspek otonomi daerah dewasa ini, pemerintah 
daerah semakin memegang peranan yang sangat penting untuk 
menciptakan kondisi keinginan masyarakat daerah. Disebutkan 
dalam pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 2011 materi muatan 
Peraturan Daerah Provinsi berisi materi muatan dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bantuan serta 
menampung kondisi khusus daerah. Pembuatan peraturan daerah 
merupakan bagian dari fungsi yang diberikan oleh undang-undang 
kepada DPRD untuk menciptakan produk hukum berdasarkan 
keinginan dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah serta 
direncanakan secara matang di awal tahun. Pada Undang-undang 
Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan Pasal 32, sebelum menyusun peraturan daerah, DPRD 
dan pemerintah daerah merencanakan sebuah program legislasi 
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daerah yang dijelaskan dalam pasal 33, prolegda memuat program 
pembentukan peraturan daerah Provinsi dengan judul Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya 
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.6 
Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD 
propinsi, kabupaten, dan kota diseluruh Indonesia, untuk 
meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif 
mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing 
dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu 
adalah segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 
rencana anggaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 
Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPRD, termasuk 
fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota DPR perlu 
menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar di 
bidangnya.Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam 
masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk 
kepentingan rakyat banyak. 
2. Peraturan Daerah  
Peraturan Daerah (Perda) pada era otonomi daerah 
mempunyai posisi yang strategis, hal ini mengingat bahwa pada 
dasarnya perda memiliki fungsi kunci dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah provinsi, kabupatan, kota dan tugas pembantuan. 
                                                             
6 Suhendra Yulianto & Oksep Adhayanto. Pelaksanaan Hak Inisiatif Di DPRD  Dalam  Pembuatan 
Peraturan Daerah  Tahun 2009-2011. Jurnal Perbatasan FISIP UMRAH, hal.40. 
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Secara yuridis, Peraturan Daerah (Perda) adalah instrumen aturan 
yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam 
menyelanggarakan pemerintahan di daerah. 
Kedudukan dan fungsi Perda berbeda antara yang dan 
lainnya sejalan dengan system ketatanegaraan yang 
terkandungdalam UUD/Konstitusi dan UU Pemerintah Daerahnya. 
Perbedaan ini juga terjadi pada penataan materi muatan yang 
disebabkan karena luas sempitnya urusan yang ada pada 
pemerintah daerah. Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih 
dahulu harus mempelajari dan menguasai aturan hukum positif 
tentang UU Pemerintah Daerah, UU tentang Perundang-undangan, 
peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang 
Peraturan Daerah sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan 
juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.7 
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang 
dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “Peraturan 
Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam 
ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah 
daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka 
penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
                                                             
7 Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta: Bina Aksara, 1989. 
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tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 
memerhatikan ciri khas masing-masing daerah.  
Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, muatan 
Peratura Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelanggaraan otonomi daerah. Rancangan peraturan daerah 
dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
Gubernur atau Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa 
sidang Gubernur, Bupati/Walikota dan DPRD menyampaikan 
kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan digunakan sebagai 
bahan persidangan. 
Program penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam 
satu program legislasi daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi 
tumpang tindih dalam penyiapan satu materi Peraturan Daerah. 
Berdasarkan gambaran tersebut dari sisi pembentukannya Perda 
memiliki karakter “delegated legislation”. Walaupun demikian, dari 
cara pembentukannya mempunyai perbedaan dengan peraturan 
yang berkarakter “delegated legislation” lainnya, misalnya peraturan 
pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) karena 
pembentukan Perda melibatkan wakil rakyat sebagaimana karakter 
Undang-undang. Oleh karena itu hakikat adalah produk badan 
legislatif  daerah. Hal ini mengingat sesuai dengan ketentuan pasal 
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149 Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah, bahwa salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi.8 
Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam 
hal ini penyusunan produk hukum daerah berdasarkan Undang-
undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan dilakukan dalam Program Legislasi Daerah, 
yang diantaranya memuat beberapa tahap, sebagai berikut : 
B. Pembentukan peraturan daerah  
Menurut teori Perundang-undangan, penyusunan peraturan 
perundang-undangan meliputi dua masalah pokok yaitu: 
a. Elemen formal/prosedural yaitu berhubungan dengan pembentukan 
peraturan perundang-undangan yang berlangsung dalam suatu 
Negara tertentu. 
b. Elemen materil/substansial yaitu berkenan dengan masalah 
pengolahan isi dari suatu perundang-undangan.9 
Adapun tahapan Pembentukan Perda 
a. Perencanaan  
Instrumen perencanaan peraturan yang disusun secara 
terencana, terpadu, dan sistematis yaitu: Prolegda (program 
legislasidaerah). Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah 
dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Tahap awal/tahap 
                                                             
8 Pasal 149 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 
9 Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dan Kombes Pol. Dr. H. Ismu Gunadi Widodo, S.H., C.N., M.M. 
Peradilan Tata Usaha Negara. Kencana, Surabaya, 2010, Hal. 409. 
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perencanaan ini sangat penting, karena instansi penggagas harus 
memasukkan Raperda yang nantinya terdaftar dalam Proglegda. 
b. Persiapan (penyusunan dan perumusan) 
Rancangan Peranturan Daerah atau Raperda dapat berasal 
dari DPRD (Raperda inisiatif/Prakarsa dewan) atau dapat juga 
berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota (Raperda usulan 
eksekutif). Hal ini tergantung dari kondisi daerah masing-masing, 
terutama kondisi geopolitis yang berkembang. Raperda dapat 
disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat 
kelengkapan khusus yang mengenai bidang legislasi DPRD. 
c. Pembahasan 
Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama kepala 
daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Pembahasan dilakukan 
DPRD melalui beberapa tingkat pembicaraan, yaitu melalui rapat 
komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus mengenai 
bidang legislasi dan rapat paripurna. Maksud pembahasan Raperda 
di DPRD adalah untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
Undang-undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas 
dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 
d. Pengesahan 
Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 
Gubernur, Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD 
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kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda. 
Penetapan Perda dilakukan oleh kepala daerah dengan 
membubuhkan tanda tangan dalam jangka paling lambat 30 hari 
sejak Raperda tersebut disetujui bersama. Jika dalam waktu 
tersebut Raperda belum ditandatangani, maka Raperda tersebut 
secara otomatis dianggap sah menjadi Perda dan wajib 
diundangkan. Pengesahannya harus mengandung kalimat 
pengesahan yang baku yang harus dibubuhkan pada halaman 
terakhir. 
e. Pengundangan  
Setelah proses pembahasan dan penetapan, proses berikutnya 
adalah pengundangan. Pengundangan adalah penepatan 
Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia, berita Negara Republik Negara Indonesia, Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia, lembaran daerah, atau berita 
daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah 
dilaksanakan oleh sekertaris daerah. Penjelasan Perda 
ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah. 
f. Penyebarluasan  
Berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor 12 tahun 





“(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan 
Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. 
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau 
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku 
kepentingan”10 
Yang dimaksud dengan menyebarluaskan adalah serangkaian 
kegiatan yang dilaksanakan agar khalayak ramai mengetahui 
peraturan perundang-undangan didaerah yang bersangkutan dan 
mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung didalamnya. 
Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti 
televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, stasiun 
daerah atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan. 
Dengan telah dilakukannya pengundangan dan kemudian 
penyebarluasan suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah 
telah memenuhi kewajibannya melakukan keterbukaan dalam 
pembentukan peraturan daerah.11 
C. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Pembahasan mengenai asas-asas pembentukan peraturan 
Perundang-undangan, merupakan pembicaraan yang erat 
hubungannya dengan politik pembentukan peraturan Perundang-
undangan. Asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan 
merupakan suatu pedoman yang harus diikuti oleh pembentuk 
                                                             
10Pasal 92 Undang-UndangNomor 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. 
11Dr. Titik Triwulan T., S.H., M.H. dan Kombes Pol. Dr. H. IsmuGunadiWidodo, S.H., C.N., M.M. 
Kencana, Surabaya, 2010, Hal. 410-415. 
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undang-undang (DPR, Presiden, dan DPD) dalam pembentukan 
peraturan Perundang-undangan. 
Pada pembentukan peraturan Perundang-undangan perlu 
disertakan asas-asas seperti yang dikemukakan oleh Van der Vlies, 
yang membagi ke dalam asas formal meliputi :  
1. Asas tujuan yang jelas, yang mencakup 3 (tiga) hal yakni 
mengenai ketepatan letak peraturan Perundang-undangan dalam 
kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan 
yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian-bagian yang akan 
dibentuk tersebut.  
2. Asas organ atau lembaga yang tepat, bermaksud untuk 
menegaskan kejelasan organ yang menetapkan peraturan 
Perundang-Undangan. 
3. Asas perlunya pengaturan, sebagai prinsip yang menjelaskan 
berbagai alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan 
untuk menyelesaikan problem. 
4. Asas dapat dilaksanakan, prinsip tersebut menegaskan sebuah 
peraturan yang dibentuk seharusnya dapat ditegakkan secara 
efisien dan efektif.Kelima, asas consensus, merupakan 
kesepakatan rakyat untuk menyelesaikan kewajiban yang 
ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen. 
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Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 
berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan  yang baik. Asas-asas yang dikmaksud meliputi;12 
1. Kejelasan tujuan 
Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. 
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat  
Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 
adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus 
dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-
undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan 
tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat 
oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang. 
3. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan  
Asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan 
adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang 








4. Dapat dilaksanakan 
Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap 
pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 
memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis 
maupun sosiologis. 
5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan 
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa 
setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 
benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
6. Kejelasan Rumusan 
Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan 
Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 
penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan 
pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan 
mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 
interpretasi dalam pelaksanaannya. 
7. Keterbukaan13 
Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
                                                             
13Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011. 
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Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia Negara dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.14 
D. Asas keterbukaan  
Asas keterbukaan menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 
2008 Tentang keterbukaan informasi publik, pada Pasal 2 ayat (1) 
adalah setiap informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap 
pengguna publik.15 Bertujuan untuk mengetahui rencana pembuatan 
kebijakan publik, program kebijakan publik, serta alasan pengambilam 
keputusan publik, maka partisipasi masyarakat dalam proses 
pengambilan kebijakan publik akan mendorong peran aktif 
masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan 
publik, sehingga mewujudkan penyelenggara Negara yang baik yakni 
yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Pertimbangan lahirnya undang-undang ini bahwa informasi 
merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting 
bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak 
                                                             
14 Armin, dkk “Hukum Adminitrasi Negara”. Rajawali Pers, Jakarta, 2011. Hal 34 
15 Pasal 2 ayat (1). Undan-Undang No 14 tahun 2008 
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asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah 
satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang 
baik.Keterbukaan informasi Publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 
Negara dan badan publik lainya serta segala sesuatu yang berakibat 
pada kepentingan publik.16 
Dalam undang-undang ini dapat dilihat bahwa setiap informasi 
publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna 
informasi publik, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu biaya 
ringan dengan cara sederhana kecuali yang bersifat rahasia sesuai 
dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum 
didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu 
informasi diberikan kepada masyarakat serta telah dipertimbangkan 
dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi 
kepentingan yang lebih besar lagi.17 
Adanya keterbukaan tidak terlepas dari perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi. Dengan perkembangan teknologi 
dan komunikasi, sulit bahkan tidak mungkin untuk menepis dan 
mengendalikan setiap informasi yang masuk. Dengan demikian, era 
keterbukaan secara tidak langsung akan mengakibatkan mengecilnya 
                                                             
16 UU no 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi pulik 
17  Asas dalam UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 
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ruang dan waktu. Negara dituntut untuk lebih aktif dalam rangka 
menyaring dan mengendalikan setiap informasi yang masuk. 
Menurut Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945, bahwa: 
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.18 
 
Keterbukaan dapat diartikan sebagai keadaan yang 
memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan 
didapatkan oleh masyarakat luas. Keterbukaan menjadikan berbagai 
informasi dapat diketahui masyarakat. Sikap terbuka adalah sikap 
yang siap memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima 
pengatahuan atau informasi dari pihak lain. Keterbukaan merupakan 
suatu kondisi yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam 
kehidupan bernegara. Salah satu ciri pemerintah demokratis adalah 
keterbukaan.19 
Disamping itu, keterbukaan juga akan mengakibatkan batas-
batas teritorial suatu negara menjadi kabur. Kecanggihan teknologi 
dan informasi membuat batas-batas teritorial suatu negara menjadi 
tidak berarti. Seseorang akan dengan mudah memberikan dan 
menerima informasi sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya 
keterbukaan akan mengakibatkan hilangnya diferensiasi (perbedaan) 
                                                             
18 Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 
19https://thinkquantum.wordpress.com/2009/11/02/keterbukaan-dan-keadilan-dalam- 




sosial. Akan tetapi, keterbukaan akan mempengaruhi berbagai aspek 
kehidupan di suatu Negara. Dilihat dari aspek sosial budaya, 
keterbukaan akan memberikan ruang gerak bagi masuknya budaya-
budaya barat yang sama sekali berbeda dengan budaya masyarakat 
Indonesia. 
Dilihat dari aspek ideologi, keterbukaan akan memberikan 
ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar 
yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia. Oleh 
sebab itu, munculnya era keterbukaan akan membawa dampak yang 
sangat buruk apabila kita tidak dapat mempersiapkan diri.20 
E. Keuangan Negara dan Keuangan Daerah 
Peranan hukum keuangan Negara pada saat ini tengah diuji 
untuk memberikan pemahaman yang komprehensif-teoritis-praktis 
dalam proses pengembangan sistem keuangan di Indonesia, 
khususnya dalam meneguhkan pengertian keuangan Negara yang 
memihak pada konsepsi kemandirian badan hukum dan kebijakan 
otonomi daerah.  
Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, 
keuangan negara pada perjanjian, Perum, PN-PN, dan sebagainya, 
sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit, hanya 
meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan 
mempertanggungjawabkannya. Keuangan Negara dari sisi tujuan, 
                                                             




keuangan Negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan 
hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau 
penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintah daerah.21 
Proses Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan 
perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah 
(APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 
dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu 
APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan 
legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan 
dalam peraturan yang disusun para pihak Wali Kota. APBD disusun 
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 
kemampuan pendapatan daerah.Penyusunan APBD berpedoman 
kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada 
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 181 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara Pasal 17-18, yang menjelaskan bahwa proses 
penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas 
dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan 
                                                             
21pasal 17-18. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
22Ibid., Hlm 10 
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Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD 
dengan Pemerintah Daerah.22 
Dengan pendekatan sebagaimana diuraikan di atas, Undang-
Undang 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, merumuskan 
sebagai berikut: 
“Keuangan negara adalah “semua hak dan kewajiban negara 
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik 
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut.” 
 
Dalam hal pertanggungjawaban Keuangan Negara ini, dapat 
dilihat dari dua pandangan yaitu sebagai berikut: 
a. Pertanggungjawaban keuangan Negara horizontal, yaitu 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang diberikan 
pemerintah kepada DPR. Hal ini disebabkan sistem 
ketatanegaraan yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 
telah menentukan kedudukan pemerintah dan DPR sederajat. 
b. Pertanggungjawaban keuangan vertikal, yaitu 
pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh setiap 
otorisator atau ordonator dari setiap Depertemen atau Lembga 
non depertemen yang menguasai bagian anggaran. 
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termaksud di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
                                                             




dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah 
dikelolah dengan menggunakan 4 (empat) prinsip, yaitu:23 
1. Prinsip kemandirian 
Prinsip ini mengarah kepada pengelolaan anggaran yang dikelola 
dengan pengurangan ketergantungan terhadap sumber keuangan 
yang sifatnya pragmatis datang dari atas, tanpa harus mencoba 
melakukan sebuah inovasi dan penemuan sumber-sumber 
penerimaan yang baru terhadap sumber-sumber daya yang 
dimiliki, peningkatan kualitas sumber daya yang ada sehingga 
mendorong perbaikan produktivitas yang akan mengarah kepada 
perbaikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
2. Prioritas 
Penggunaan skala prioritas dalam menentukan objek-objek dalam 
perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 
Adanya sebuah indikator dalam menentukan pilihan objek. 
3. Efisiensi, efektivitas dan ekonomis 
Efisien adalah input yang digunakan dialokasikan secara optimal 
dan baik dari untuk mencapai output yang menggunakan biaya 
terendah, Efektif adalah pencapaian tujuan atau sasaran yang 
telah ditetapkan sebelumnya, dan Ekonomis adalah penghematan 
input untuk mendapatkan pendapatan general yang baik, semua 
hasil yang digunakan dan dibiayai dengan harga termurah. 
                                                             
23RahardjoAdisasmita;Op.cit., Hal 48 
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4. Disiplin anggaran 
Penggunaan anggaran sesuai dengan alokasi anggaran yang 
telah ditentukan sebelumnya.  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan 
umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak 
dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala 
bentuk kekayaan daerah tersebut. Pemerintah daerah selaku 
pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang 
diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat 
dipercaya.Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem 
informasi akuntansi yang handal. 
Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah 
mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah yaitu 
Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 (saat ini telah diubah menjadi 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014) Tentang Pemerintah Daerah 
dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 (saat ini telah diubah 
menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang 





Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut 
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan 
keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas 
Pendapatan daerah dan Pembiayaan. 
Pendapatan daerah bersumber dari: 
a) Pendapatan Asli Daerah 
b) Dana Perimbangan 
c) Lain-lain pendapatan 
Pembiayaan bersumber dari: 
a) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah 
b) Penerimaanpinjamandaerah 
c) Dana cadangan daerah 
d) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas 
menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial 
masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil 
menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.Adanya tuntutan 
pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat 
mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan 
gambaran yang jelas tentang kinerjanya. 
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Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi 
yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut 
mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, 
laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu 
disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar 
akuntansi pemerintah. 
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu 
perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan 
untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) nomor 1 menjelaskan 
definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai 
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu 
entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan 
untuk menunjukkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan fungsi 
pertanggungjawabandalam suatu entitas. 
Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pengamatan 
yang cermat atas informasi yang tersaji di laporan keuangan. Maka 
dari itu, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap. 
Berdasarkan besarnya manfaat dari laporan keuangan maka 
pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden 
dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan 
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keuangan yang dituangkan melalui Undang-undang No. 17 tahun 
2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan 
setidaknya meliputi:  
1. Laporan Realisasi Anggaran  
Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi 
Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan 
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah 
dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan 
realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, 
belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran. 
2. Neraca  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas 
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 
tanggal tertentu (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup 
oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.  
3. Laporan Arus Kas  
Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, 
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode 
akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. 
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 
operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-
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anggaran (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam 
laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. 
4. Catatan atas Laporan Keuangan  
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif 
atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan 
Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi 
yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang 
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang 
diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan 
secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam 
memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan 
entitas lainnya.24 
Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk 
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini 
dikarenakan melalui laporan keuangan, pemerintah mampu 
mencapai akuntabilitas. Masyarakat tidak sekedar membutuhkan 
laporan pertanggungjawaban tetapi juga pengukuran kinerja untuk 
mengetahui kinerja pemerintah. 
 
 
                                                             
24 PP RI No. 24 tahun 2005 
 35 
 
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
AnggaranPendapatan, dan Belanja Daerah (APBD)adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah. APBD ditetapkan dengan 
peraturan daerah.Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, 
mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.25 
1. Susunan APBD  
Susunan APBD tersebut diklasifikasikan berdasarkan bidang 
pemerintahan dicantumkan kode rekeningnya disesuaikan dengan 
jenis kewenagan yang dimiliki daerah, yang dilaksanakan oleh 
perangkat-perangkat daerah yang bertindak sebagai pusat 
pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
masing-masing.26  
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdiri atas: 
a. Anggaran Pendapatan 
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan 
penerimaan lain-lain. 
2) Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus 
(DAK). 
                                                             
25 Rahardjo Adisasmita ”Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD)”. Hal 8 




3) Lain-lain pendapatan yang sah, seperti dana hibah atau 
dana darurat. 
b. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan 
penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. 
c. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 
2. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi 
dasar untuk merealisasikan pendapatan, dan belanja pada 
tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah 
kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. 
b. Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah 
menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 
kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
c. Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran 
daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau 
kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. 
d. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah 
harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi 
pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta 
meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian daerah. 
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e. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan 
dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa 
keadilan, dan kepatutan. 
f. Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah 
menjadi alat untuk memelihara, dan mengupayakan 
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.27 
Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda 
dengan setelah era otonomi daerah. Penyusunan APBD sebelum 
otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung 
terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga 
aspirasi masyarakat kurang mendapat perhatian.  
Penyusunan anggaran lebih memperhatikan petunjuk-petunjuk 
dari pusat yang lebih bersifat sektoral. Setelah era otonomi daerah, 
penyusunan APBD lebih mengutamakan nuansa masyarakat yang 
benar-benar dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang 
diidentifikasi bersama dengan potensi lokal yang dimiliki. 
  
                                                             





A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan terkait 
dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka 
penulis melakukan penelitian di DPRD Kota Makassar. 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah : 
1. Anggota DPRD Kota Makassar 
2. Komite Pemantau Legislatif Indonesia (KOPEL) 
      Sampel dalam penelitian ini adalah : 
1. Anggota DPRD Kota Makassar 
a. Komisi A, Bidang Pemerintahan sebanyak 4 (empat) orang 
b. Komisi B, Bidang Perekonomian dan Keuangan sebanyak 2 
(dua) orang 
c. Komisi C, Bidang Pembangunan sebanyak 2 (dua) orang 
d. Komisi D, Bidang Kesejahteraan Rakyat sebanyak 2 (dua) 
orang 
2. Komite Pemantau Legislatif Indonesia (KOPEL) sebanyak 2 (dua) 
orang 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam pengumpulan data-data dan informasi yang diperlukan 
dalam penulisan ini, maka data yang diperoleh digolongkan ke dalam 
dua jenis yaitu: 
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1. Data Primer 
Data primer adalah data yang dikumpulkan atau yang 
diperoleh melalui cara penelitian lapangan, terutama dengan 
menggunakan metode wawancarayang berkaitan dengan 
permasalahan dalam penulisan ini, data yang akan diperoleh: 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, 
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya 
yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh 
melalui perpustakaan atau dokumentasi pada instansi yang terkait. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis dituangkan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan 
secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan 
yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci 
yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Asas Keterbukaan pada  penyusunan Peraturan 
Daerah Kota Makassar 
1. Gambaran umum DPRD Kota Makassar 
Sulawasi Selatan dengan Ibu Kota Makassar secara 
geografis terletak di pesisir pantai pulau Sulawesi, berada pada 
koordinat 1190 24’117’38’ Bujur Timur (BT) 50 8’6’119’ Lintang 
Selatan. Kota Makassar menempati posisi strategis kota terbesar 
dan metropolitan di kawasan timur Indonesia dan sekaligus sebagai 
pusat kegiatan dan pelayanan pemrintahan, ekonomi, pendidikan, 
parawisata, pertahanan dan keamanan serta berbagai sektor 
lainnya. 
Luas kota 175,77 Km2 atau 0,28 persen dari keseluruhan 
luas provinsi Sulawesi Selatan. Pembagian wilayah tersebut secara 
administratif terdiri dari beberapa 14 kecamatan dan 143 kelurahan. 
DPRD merupakan salah satu pilar utama untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dalam upaya 
mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, DPRD mempunyai 
peran dalam hal menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah sebagaimana diatur ketentuan dalam 
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Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah. 
Berkenaan dengan hal tersebut, sejak diberlakukannya 
disentralisasi, DPRD Kota Makassar sebagai salah satu unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah, semakin memainkan peran 
dan wewenang yang sekaligus sebagai institusi jembatan antara 
aspirasi warga yang beraneka ragam dengan keputusan politik 
pembangunan yang menterjemahkan aspirasi tersebut dalam 
format-format pembayaran daerah beserta mata anggarannya 
karena sebelumnya sistem pemerintahan yang sentralistik 
sangatlah kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat bawah. 
Pemerintahan yang baik membuahkan suatu perwujudan sistem 
pelayanan dan peran masyarakat yang sangat minim, dan ini cukup 
terlihat pada titik-titik sentra populasi masyarakat yang hanya terjadi 
pada kota-kota besar yang diakibatkan oleh pembangunan yang 
tidak merata. 
Dalam sistem pemerintahan sentralistik pula peran 
masyarakat hanya sebatas pada wujud keterwakilan dalam Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD), sebagian besar masyarakat hanya menonton dan 
menikmati hasil pembangunan yang tidak merata serta sistem kerja 




Kewenangannya dalam proses legislasi, penganggaran dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 
membuat DPRD dapat berperan besar dalam pembuatan 
kebijakan-kebijakan publik di daerah. Dengan kewenangan tersebut 
memungkinkan DPRD mengambil peran dalam menentukan 
peraturan daerah, alokasi anggaran dan pelayanan publik untuk 
lebih berpihak kepada masyarakat. 
Secara formal, Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal 
dari DPRD atau Pemerintah Daerah. Namun demikian, 
pembentukan dan penyusunan sebuah Rancangan Peraturan 
Daerah hanya dapat diinisiasi apabila terdapat permasalahan yang 
pencegahan atau pemecahannya melalui sebuah regulasi atau 
peraturan baru. Sehingga inisiasi awal pembentukan dan 
penyusunan Rancangan peraturan daerah baru dapat di prakarsai 
oleh pemangku kepentingan yang terkait, baik itu lembaga/instansi 
pemerintah, badan legislastif, dunia usaha, perguruan tinggi, 
organisasi non-pemerintah, maupun kelompok masyarakat. 
Terlepas dari pihak mana yang mengambil prakarsa awal 
penyusunan sebuah Rancangan Peraturan Daerah yang baru, 
hendaknya diingat bahwa saat ini terdapat dua jalur pembentukan 
Rancangan Peraturan Daerah yaitu jalur eksekutif dan jalur 
legislastif. Oleh karena itu pejabat yang berwenang hendaknya 
dilibatkan sejak awal. Inisiasi awal yang bisa saja datang dari 
 43 
 
kelompok masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya tersebut 
haruslah diadopsi menjadi inisiasi lembaga eksekutif/instansi 
eksekutif atau badan legislatif.  
Rancangan Peraturan Daerah sebagai bagian dari proses 
legislasi daerah merupakan peraturan perundang-undangan dalam 
sistem hukum nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas 
pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta 
penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih 
tinggi.  
Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian 
penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka 
penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat 
hukum yang diperlukan dalam rangka penyelenggarakan otonomi 
daerah dapat dibentuk secara sistematis, terarah dan terencana 
berdasarkan skala prioritas yang jelas. 
Rancangan Peraturan Daerah harus direncanakan sebaik-
baiknya. Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang baik 
dapat terwujud apabila didukung oleh standar dan metode yang 
tepat, sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-
Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan. Tahapan pembentukan RANPERDA dimulai 
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dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang bertujuan 
mendesain RANPERDA secara berencana, bertahap, terarah dan 
terpadu. 
Disebutkan dalam asas pembentukan peraturan perundang-
undangan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa 
dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 
dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan rumusan; dan 
g. Keterbukaan. 
Sebagai dasar hukum perumusan masalah pembuatan 
sebuah perda yang mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 
2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan 
sebagai perubahan dari UU No. 10 Tahun 2004 dan Tata Tertib 
DPRD Propinsi atau Kabupaten/Kota dimana inti dari perumusan 
masalah dalam perancangan perda adalah menjawab pertanyaan 
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masalah sosial apa yang akan diselesaikan. Selanjutnya 
teridentifikasi ada 2 masalah sosial : 
a. Pertama, masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku 
dalam masyarakat yang bermasalah. 
b. Kedua, masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum 
yg ada tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakatnya 
Dalam bentuk pertanyaan penjabaran masalah sosial 
tersebut  meliputi: 
a. Apa masalah sosial yang ada. 
b. Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah. 
c. Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah. 
d. Analisa keuntungan dan kerugian atas penerapan perda. 
e. Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah sosial. 
Adapun dalam langkah nyata tahapan persiapan ini 
dilakukan diterapkan dengan metode langkah-langkah, adapun 
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
a. Identifikasi isu dan masalah. 
Para perancang Perda perlu membuat Perda atas nama 
dan untuk kepentingan masyarakat. Langkah pertama yang 
harus diambil adalah mengajukan pertanyaan mengenai jenis 
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Permasalahan 
dapat mencakup banyak hal, antara lain degradasi dan deviasi 
sumber daya, konflik pemanfaatan antar pihak yang 
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mengakibatkan keresahan sosial, dan lain-lain. Selain 
mengidentifikasi masalah, perancang Perda harus pula 
mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah (akar masalah) 
dan pihak-pihak yang terkena dampak dari berbagai masalah 
tersebut. 
b. Identifikasi landasan hukum, dan bagaimana Perda baru dapat 
memecahkan masalah. 
Pengertian legal baseline adalah status dari peraturan 
perundang-undangan yang saat ini tengah berlaku. Identifikasi 
legal baseline mencakup inventarisasi peraturan perundang-
undangan yang ada dan kajian terhadap kemampuan aparatur 
pemerintah dalam melaksanakan berbagai peraturan 
perundang-undangan tersebut. 
Identifikasi legal baseline juga meliputi analisis terhadap 
pelaksanaan dan penegakan hukum dari peraturan perundang-
undangan yang ada. Melalui analisis ini, dapat diketahui 
bagian-bagian dari Perda yang ada, yang telah dan belum/tidak 
ditegakkan, termasuk yang mendapat pendanaan dalam 
pelaksanaannya berikut alasan yang menyertai, dan instansi 






c. Penyusunan Naskah Akademik. 
Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara 
Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden 
dinyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, 
sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek 
atau arah pengaturan Rancangan Undang-Undang. Dalam 
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut 
dinyatakan bahwa Pemrakarsa dalam menyusun Rancangan 
Undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun Naskah 
Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan 
Undang-undang.  
Kata “dapat“ berarti tidak merupakan keharusan. Sejalan 
dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut maka untuk 
penyusunan Peraturan Daerah untuk substansi tertentu dapat 
juga terlebih dahulu dibuatkan Naskah Akademik. Selanjutnya 
dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden tersebut 
dinyatakan bahwa Naskah Akademik paling sedikit memuat 
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dasar filosofis, sosiologis, yuridis, pokok dan lingkup materi 
yang akan diatur. 
Penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan 
peraturan perundang-undangan dilihat dari aspek managemen 
adalah merupakan suatu konsep pengambilan “keputusan“. 
Pengambilan keputusan yang baik oleh siapapun baik oleh 
lembaga Negara maupun pejabat yang berwenang haruslah 
didasarkan pada data dan informasi yang lengkap dan akurat. 
Data dan informasi yang lengkap dan akurat dimaksud 
terutama dapat diperoleh melalui kegiatan penelitian. Suatu 
konsep keputusan (naskah akademik atau naskah rancangan 
peraturan perundang-undangan) tentu tidak dapat disusun asal 
jadi, karena: “Keputusan adalah suatu pendekatan sistematis 
terhadap sesuatu masalah yang dihadapi dan pengambilan 
keputusan harus didasarkan pada : 
1) Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang 
secara kebetulan; 
2) Tidak dapat dilakukan asal jadi; 
3) Hakekat dari masalah harus diketahui dengan jelas; 
4) Pemecahan tidak dapat dilakukan dengan mencari ilham, 
tetapi harus didasarkan kepada data dan fakta yang 
dipercaya dan terbaru; 
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5) Keputusan yang diambil adalah keputusan yang dipilih dari 
berbagai alternatif. 
Dari aspek proses penyusunan peraturan perundang-
undangan, penelitian hukum adalah merupakan langkah 
awal/persiapan pada tahap pra legislasi. Hasil penelitian 
merupakan bahan dasar untuk menunjang tindak lanjutnya, 
yaitu penyusunan naskah akademik atau naskah rancangan 
peraturan perundang-undangan. 
d. Penulisan Rancangan Perda. 
Pekerjaan menyusun peraturan daerah seperti halnya, 
kodifikasi hukum, dan rancangan peraturan perundang-
undangan memiliki spesifikasi tertentu. Himpunan peraturan 
perundang-undangan disusun berdasarkan derajat peraturan 
dan waktu penetapannya. Sedangkan kodifikasi hukum disusun 
secara sistematis menurut rumpun masalah dan dikelompokkan 
secara sistematis dalam Buku, Bab, Bagian, Paragraf, dan 
pasal-pasal. 
e. Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 
Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang 
lentur, dan harus diintegrasikan ke dalam proses penulisan 
rancangan Perda. Proses konsultasi dan penulisan bersifat 
interaktif, saling mengisi dan mempengaruhi. Berdasarkan 
ketentuan dalam Pasal 28 (Rancangan) Peraturan Presiden 
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tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan 
Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 27 Undang-undang Nomor 
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pasal 140 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa : 
1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau 
tertulis sebagai bahan penyempurnaan dalam tahap 
penyiapan rancangan Perda. 
2. Masyarakat dalam memberikan masukan harus 
menyebutkan identitas secara lengkap dan jelas. 
3. Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
pokok-pokok materi yang diusulkan. 
4. Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat diagendakan dalam rapat penyiapan 
rancangan Perda. 
Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun di DPRD 
masyarakat tetap dapat berperan serta secara aktif untuk 
memberikan masukan dalam penyempurnaan Rancangan 
Peraturan Daerah, demikian juga pada saat dilakukan 
pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah, 
DPRD dapat menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat 
Umum untuk mendapatkan lagi masukan dari masyarakat. 
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Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan 
Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akses 
informasi dan partisipasi. 
f. Tahap Pembahasan/Persetujuan di tingkat DPR. 
Pembahasan di DPRD merupakan salah satu bentuk dari 
dilaksanakannya konsultasi publik. DPRD selaku wakil rakyat 
kembali akan melakukan seri konsultasi publik dengan 
membuka ruang diskusi dengan berbagai kepentingan yang 
terlibat, seperti asosiasi, perguruan tinggi dan masyarakat yang 
langsung terkena dampak dengan diberlakukannya peraturan 
ini. Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata, 
melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa 
yang diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bab VIII 
tentang pembahasan dan penetapan rancangan peraturan 
daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 
g. Tahap Pengesahan/Pengundangan. 
Pengesahan adalah langkah terakhir dalam pembuatan 
Perda baru, sekaligus menjadi langkahpertama pelaksanaan 
perda tersebut. Salah satu faktor penting keberhasilan 
pelaksanaan sebuah Perda baru adalah masa transisinya. 
Masa transisi ini terkait erat dengan tanggal mulai 
diberlakukannya Perda baru. Sebuah Perda baru tidak harus 
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segera diberlakukan setelah disahkan. Sebaiknya ada 
tenggang waktu antara disahkannya sebuah Perda dengan 
tanggal mulai diberlakukannya. Hal ini dimaksudkan agar 
lembaga/instansi pemerintah terkait dan masyarakat dapat 
melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk 
pelaksanaan secara efektif. Persiapan pelaksanaan meliputi 
pembentukan kesadaran masyarakat tentang ketentuan-
ketentuan hukum yang baru, serta penyelenggaraan pendidikan 
dan pelatihan bagi instansi pelaksana dan aparat penegak 
hukum mengenai ketentuan-ketentuan spesifik dari Perda yang 
baru tersebut. 
Apabila sebuah Perda diberlakukan bersamaan dengan 
tanggal pengesahannya, pelaksanaan awalnya dapat menjadi 
kacau dan sulit. Hal demikian dapat berakibat pada terciptanya 
masalah/kesulitan pelaksanaan selama bertahun-tahun 
sesudahnya. Selain itu, apabila satu Perda diberlakukan segera 
setelah disahkan, instansi pelaksana dan aparat penegak 
hukum seringkali tidak menegakkan Perda tersebut secara 
ketat, dan penegakan hukum secara ringan pada masa awal 
pemberlakuannya seperti ini seringkali berakibat pada sikap 
jangka panjang masyarakat yang memperlemah keseluruhan 
upaya penegakan hukum.28 
                                                             
28 Wawancara Adi Rasyid Ali, Ketua Badan Anggaran DPRD kota Makassar, Tanggal 7 September 2015  
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2. Asas keterbukaan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik 
Undang-undang keterbukaan informasi publik bertujuan, 
untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program 
kebijakan publik, serta alasan pengambilam keputusan publik, 
maka partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan 
publik akan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengambilan 
kebijakan dan pengelolaan badan publik, sehingga mewujudkan 
penyelenggara Negara yang baik yakni yang transparan, efektif dan 
efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.29 
Pertimbangan lahirnya undang-undang ini bahwa informasi 
merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan 
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting 
bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan 
salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi 
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara 
yang baik. Keterbukaan informasi Publik merupakan sarana dalam 
mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan 
Negara dan badan publik lainya serta segala sesuatu yang 
berakibat pada kepentingan publik.30 
                                                             
29 Konsideran UU no 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi pulik 
30 Konsideran UU no 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi pulik 
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Dalam undang-undang ini dapat dilihat bahwa setiap 
informasi publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap 
pengguna informasi publik, dapat diperoleh dengan cepat dan tepat 
waktu biaya ringan dengan cara sederhana kecuali yang bersifat 
rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan 
kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang 
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta 
telah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi 
publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar lagi.31 
3. Pelaksanaan Asas Keterbukaan 
Badan Legislasi adalah unit organisasi didalam Lembaga 
Legislatif yang kedudukannya bersifat tetap. Alat kelengkapn DPRD 
ini adalah unit yang pada awal dibentuknya merupakan bentuk 
kepanitiaan, namun seiring dengan diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan 
Peraturan Daerah maka Panitia Legislasi berubah nama menjadi 
Badan Legislasi.32 
 
                                                             
31  Asas dalam UU no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik 




Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kota Makassar yang 
mengatur tentang Fungsi dan tugas Pokok Badan Legislasi 
menyebutkan bahwa Badan Legislasi DPRD Kota Makassar 
mempunyai tugas dan wewenang dalam penyusunan/ 
pembentukan draft Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan 
prioritas yang telah ditetapkan dalam program legislasi daerah. 
Program legislasi daerah (Prolegda) merupakan bagian 
penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Program ini 
akan menjadi pedoman bagi pemerintah lokal dan DPRD untuk 
membuat skala prioritas dalam pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah. Tanpa Prolegda ada masalah secara hukum dalam 
program ini karena tidak ada kejelasan mekanisme Pembentukan 
Rancangan Peraturan Daerah dan skala prioritas yang harus 
didahulukan. 
Salah satu organisasi non pemerintah yang didirikan untuk 
mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah yakni KOPEL (komite 
pemantau legislatif) senantiasa menawarkan permintaan mengenai 
kebijakan-kebijakan terbaru pemerintah. 
Menurut data wawancara dari Bapak Dadang Hendarto, 
salah satu anggota pemantau DPRD mengatakan bahwa dalam 
pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar 
masih sering ditemui beberapa hambatan. Misalnya sulitnya 
mengikuti agenda rapat komisi dengan mitra, sehingga data-data 
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(risalah rapat) sulit untuk didapatkan. Selain itu Kopel menilai pihak 
DPRD kota Makassar masih kurang terbuka terkait pembahasan 
Peraturan Daerah tentang APBD. Hal ini tentu saja sangat 
disayangkan ketika suatu hal yang menyangkut hayat hidup orang 
banyak dilakukan dengan tetutup.33 
Banyaknya hal yang biasa ditutupi pihak DPRD menjadikan 
institusi ini semakin jauh dari rakyat. DPRD yang seharusnya 
menjadi wadah aspirasi masyarakat menjadi agak sedikit kaku. 
Sehingga dapat kita lihat bahwa saat ini partisipasi masyarakat 
masih sangat minim. Aspirasi masyarakat kecil banyak yang tidak 
sampai ke paripurna DPRD. Tentu hal ini tidak baik bagi 
pembangunan demokrasi bangsa Indonesia. 
Pembahasan Peraturan Daerah mengenai APBD pada 
DPRD kota Makassar yang berisi tentang pembahasan program 
pembangunan daerah serta belanja daerah pada dasarnya 
memang bukan  rapat yang sifatnya rahasia. Tetapi sekarang ketika 
organisasi seperti KOPEL meminta hasil pembahasan  rapat Perda 
APBD masih sering mendapatkan kesulitan data. Padahal 
organisasi ini meminta data tersebut untuk kepentingan masyarakat 
juga. Data yang didapatkan KOPEL dianalisis dari berbagai 
persfektif kemudian diserahkan lagi ke DPRD, sehingga tidak ada 
alasan pihak DPRD untuk menolak memberikan data. 
                                                             
33 Hasil Wawancara dengan Dadang Hendarto, Anggota Komite Pemantau legislatif Indonesia, 
Tanggal 27 Agustus 2015 
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Hal lain yang menjadi kajian Penulis terkait dengan hasil 
reses anggota dewan. Anggota dewan melakukan reses tiap tiga 
bulan sekali, tentunya banyak hal yang  anggota DPRD dengar 
langsung dari masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap 
program-program dan kinerja pemerintah dapat didengar langsung 
oleh anggota dewan. Jika ada sesuatu hal yang sangat mendesak 
dan membutuhkan tindakan segera anggota dewan bisa langsung 
mengetahui sehingga bisa membuatkan atau membahas Peraturan 
Daerah inisiatif. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
KOPEL masih sering ditemui rapat yang membahas hasil dari reses 
anggota dewan bersifat tertutup dan tidak terakomodir, hal ini 
menjadi sorotan dari KOPEL yang menganggap DPRD Kota 
Makassar tidak transparan, dimana menurut KOPEL Indonesia 
seharusnya semua lembaga publik harus terbuka sebagaimana 
telah diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 
Ada beberapa hal yang bisa di apresiasi dari DPRD kota 
Makassar terkait dengan keterbukaan yakni rapat mengenai 
pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas 
anggaran sementara, rapat mengenai kesepakatan awal DPRD dan 
eksekutif tentang kebijakan anggaran, rapat mengenai pengambilan 
keputusan tentang Peraturan Daerah. Rapat-rapat seperti yang 
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Penulis kemukakan diatas masih bisa dengan mudah diakses oleh 
pihak yang ingin mendapatkan informasi. 
Menurut hasil wawancara anggota DPRD kota Makassar, 
Rudiyanto Lallo dari fraksi partai Demokrat bersama Abdi Asmara 
dari fraksi PDI Perjuangan, menerangkan bahwa pembahasan dan 
penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD berpedoman pada 
PP 16 tahun 2010 Tentang Pedoman penyusunan peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Permendagri. Mengenai 
keterbukaan DPRD dalam hal ini mengatakan cukup terbuka 
karena ada beberapa rapat dari DPRD untuk mendengarkan 
aspirasi masyarakat yaitu dengan membuka forum pendapat 
dengar pendapat (Musrembang), dalam forum ini DPRD menerima 
dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan kemudian 
ditampung dan dibahas melalui rapat  komisi. Berikutnya melalui 
reses dalam hal ini PDRD mengundang langsung  masyarakat 
Lembaga yang yang terkait dengan legislatif untuk membahas 
kebutuhan yang urgen dari masyarakat.34 
Sebelum DPRD melakukan pembahasan dan penyusunan 
Peraturan Daerah tentang APBD pihak DPRD membuka rapat 
dengan mengundang pakar yang berkompoten dibidang ini guna 
                                                             
34 Wawancara Rudiyanto Lallo, Abdi Asmara Anggota Badan Musyawarah DPRD kota Makassar, 
Tanggal 31 Agustus 2015  
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untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang akan disusun 
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang APBD. 
Dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah 
tentang APBD menurut hasil wawancara dengan anggota Badan 
Anggaran, Bapak William dari fraksi Partai PDI Perjuangan dan 
Bapak Sampara Syarif dari fraksi Partai PPP, menjelaskan bahwa 
dalam pembahasan Peraturan Daerah diawali dengan kajian-kajian 
bahkan melibatkan naskah akademik kemudian hasil dari kajian 
akan diekspos melalui pansus bidang hukum serta perekonomian. 
Adapun rangkaian Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD 
yaitu Peraturan Daerah inisiatif dalam Peraturan Daerah tersebut 
dimana ketika ditemukan ditengah masyarakat terdapat kebutuhan 
yang harus diatur dan akan dimasukkan dalam peraturan daerah. 
Tetapi sebelum diatur dalam Perda terlebih dahulu akan dibahas 
dan dikaji melalui pihak naskah akademik yang berkompeten agar 
sesuai dengan prosedur yang telah diatur.35   
Dalam artian keterbukaan menguraikan bahwa Pembahasan 
penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat DPRD 
melibatkan masyarakat dimana yang dimaksud LPM dan LSM serta 
Lembaga lainnya untuk memberikan saran dan masukan, karena 
setiapa Anggota Dewan tidak sepenuhnya mengetahui kendala-
                                                             
35 Wawancara William Anggota Badan Anggaran DPRD kota Makassar, dan Sampara Syarif 
Anggota Badan Musyawarah DPRD kota Makassar, Tanggal 31 Agustus 2015 
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kendala dari masyarakat dan juga sebagai wujud untuk 
menjalankan tugas dan fungsi dari DPRD.  
Mengenai keterbukaannya masih belum sempurna, karena 
belum secara jelas ikut serta dalam merancang rencana-rencana 
program dari SKPD. DPRD hanya melihat fungsi-fungsi 
penganggaran namun dalam artian keterbukaan menurutnya, 
seharusnya ketika dalam merancang program dari pemerintah, 
pihak DPRD juga ikut serta dalam perancangan program dari 
pemerintah kota dalam pembahasan penyusunan Peraturan 
Daerah Kota Makassar. 
DPRD sudah cukup terbuka mengenai rapat-rapat dalam 
pembahasan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, 
namun masih adanya ketakutan anggota DPRD untuk melibatkan 
masyarakat dalam pembahsan, ketakutan yang dimaksud yaitu 
ketika masyarakat mengintrospeksi lebih dulu. kedepannya pihak 
DPRD juga harus mengambil inisiatif bilamana rancangan 
kebijakan anggaran (RKA) dari Pemerintah Kota harus jauh hari 
sebelumnya sudah diberikan kepada Anggota DPRD agar ada 
jangka waktu untuk mempelajari (RKA) dari pemerintah kota. Peran 
DPRD yang utama  dalam pelaksanaan keterbukaan yaitu setiap 
anggota DPRD harus mempunyai data hasil dari musrembang 
masyarakat tiap Kecamatan dan Kelurahan, agar anggota DPRD 
dapat mengetahui kebutuhan yang paling utama dari masyarakat 
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sehingga peraturan daerah yang telah disusun dapat direalisasikan 
dengan baik dan jelas. 
Menurut hasil wawancara anggota DPRD kota Makassar, 
Bapak H. Sarifuddin P dari fraksi Partai Demokrat, menerangkan 
bahwa pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah Kota 
Makassar tentang APBD berdasarkan pada Undang-undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diartikan 
sebagai pembuatan peraturan yang mencakup tahapan 
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan,dan 
pengundangan dan kemudian dibentuk menjadi peraturan daerah 
Kota Makassar yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama Pemerintah Daerah.36 
Mengenai Perda APBD proses pembahasannya melalui 
Badan Anggaran DPRD yang membahas tentang anggaran sesuai 
yang diajukan dengan SKPD. DPRD Kota Makassar mempunyai 
tugas pokok yang berfungsi sebagai penganggar. Namun dalam 
pembahasan anggaran tidak melibatkan masyarakat dan sifatnya 
tertutup. Masyarakat akan terlibat pada musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrembang) dimana dimusyawarah ini membahas 
tentang pengajuan anggaran yang pembahasannya bersifat terbuka 
dan transparan. 
                                                             
36 Wawancara H. Syarifuddin P Anggota BadanMusyawarah DPRD kota Makassar, Tanggal 2 
September 2015  
 62 
 
Menurut hasil wawancara dari anggota DPRD kota 
Makassar, Bapak Munir dari fraksi Partai PDI Perjuangan 
menerangkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan 
bagian integral dalam pembangunan daerah perlu menyesuaikan 
dengan kerangka perencanaan pembangunan daerah.37 
Dalam pembahasan Peraturan Daerah Kota Makassara 
tentang APBD cukup terbuka dan memberikan selalu informasi-
informasi kepada publik, bahkan setiap pembahasan Peraturan 
Daerah dihadiri oleh media terlebih kepada pihak masyarakat, 
karena pembahasan Peraturan Daerah menyangkut kepentingan 
masyarakat. Tetapi melihat dari sisi masyarakat masih banyak yang 
tidak memahami fungsi dan kewenangan dari DPRD bahkan 
masyarakat cenderung hanya ingin sesuatu yang nyata, masih 
jarang masyarakat ingin ikut serta dalam rapat terutamanya 
pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD karena penilaiannya 
masyarakat tidak ingin dipusingkan dengan hal itu, padahal sasaran 
Peraturan Daerah mengarah kepentingan masyarakat, pada saat 
Perda telah selesai barulah masyarakat banyak mengintrofeksi. 
Pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah menurut 
hasil wawancara dari Anggota DPRD kota Makassar, Bapak Adi 
Rasyid Ali selaku ketua Badan Anggaran dari fraksi Partai 
Demokrat mengatakan bahwa dalam rapat melibatkan pakar ahli 
                                                             




yang berkompeten dibidang pembentukan Perundang-undangan. 
Yang menjadi indikator dalam proses penyusunan Peraturan 
Daerah yaitu Prolegda, karena Prolegda dapat diartikan sebagai 
instrumen perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. 
beberapa alasan obyektif mengapa Prolegda diperlukan dalam 
proses pembentukan Rancangan peraturan daerah38 :  
1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum 
mengenai permasalahan pembentukan peraturan daerah 
2. Menetapkan skala prioritas penyusunan peraturan daerah 
untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek sebagai 
pedoman bersama dalam pembentukan peraturan daerah;  
3. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang 
membentuk peraturan daerah; 
4. Mempercepat proses pembentukan peraturan daerah dengan 
memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan peraturan 
daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan;  
5.  Menjadi sarana pengendali kegiatan pebentukan peraturan 
daerah. 
Dalam hal keterbukaan telah sesuai dengan prinsip 
transparansi karena sejalan dengan proses yang telah dilalui. 
Bentuk Keterbukaan DPRD dalam pembahasan dan penyusunan 
                                                             




Peraturan Daerah seperti mengundang LSM dan LPM, tetapi 
sejauh ini belum melibatkan masyarakat namun itu bisa saja 
dijalankan dengan syarat masyarakat yang ingin ikut serta dalam 
rapat penyusunan peraturan daerah, mengajukan persuratan 
kepada pihak DPRD. Dalam rapat-rapat Badan Anggaran selalu 
membuka ruang kepada masyarakat untuk mengikuti segala bentuk 
pembahasan yang disusun oleh DPRD dan sifatnya selalu terbuka, 
karena pembahasan mengenai Peraturan Daerah tentang APBD 
berisi tentang program pembangunan daerah dan untuk memenuhi 
kesejahteraan masyarakat. 
Anggaran pendapatan dan belanja daerah ada dua (2) 
bagian yaitu Anggaran Pokok dan anggaran perubahan. Adapun 
tahapan-tahapan dalam pembahasan dan penyusunan peraturan 
daerah tentang APBD yaitu: 
1. Pengajuan nota keuangan melalui Pemerintah Kota. 
2. Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan plafon anggaran 
sementara (KUA/PPAS) dengan kesepakatan awal pihak 
DPRD dan Pemerintah Kota. 
3. Pembahasan dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran 
(RKA), yang disusun oleh SKPD. 




5. Pembahasan Badan Anggaran untuk menyerasihkan peraturan 
daerah dengan APBD. 
6. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui 
Rapat Paripurna. 
Dalam tahapan tersebut masih ada anggota DPRD yang 
belum memahami dalam perancangan Peraturan Daerah, 
dikarenakan tidak semua anggota Badan Anggaran mempunyai 
pemahaman yang sama tentang anggaran, misalnya ada yang 
mepunyai dasar secara akuntansi, politik, keuangan dan ada juga 
yang  dasarnya teknik, dan ketika bercampur dalam satu badan 
anggaran akan berbagai macam tafsiran, dari itu dibutuhkan tenaga 
ahli Badan Anggaran untuk memberi masukan dan merumuskan 
bersama, tentang bagaimana proses penganggaran dari tingkatan 
Komisi Umum Anggaran sampai ditingkatan Rencana Kegiatan 
Anggaran, dan sifatnya selalu terbuka dan diinformasikan melalui 
media. 
 
B. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan 
DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Makassar. 
Masalah pokok penegakan hukum menjadi poin penting pada 
faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Asas keterbukaan  pada 
Pembentukan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012. Menurut Soerjono 
Soekanto menjelaskan beberapa unsur atau faktor yang 
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mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor hukumnya sendiri, 
faktor aparat penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan 
kebudayaan.39 Lebih lanjut DPRD kota Makassar dalam menyusun 
Peraturan Daerah No.7 Tahun 2012 terdapat beberapa faktor, yang 
terbagi atas 2 yakni faktor pendukung dan faktor penghambat uraian 
lebih lanjut sebagai berikut :  
1. Faktor pendukung 
Hal-hal yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan asas  
keterbukaan DPRD dalam penyusunan peraturan daerah tentang 
APBD yaitu: 
a. Ketersediaan data yang memadai 
Anggota DPRD kota Makassar dalam menyusun 
Peraturan Daerah tentang APBD memiliki sarana dan prasarana 
yang memadai seperti data yang akan dibahas,. Menurut 
anggota DPRD kota Makassar, Bapak Erik Horas dari fraksi 
Partai Gerindra, menjelaskan bahwa data yang akan dibahas di 
DPRD kota Makassar sebenarnya merupakan data valid yang 
menjadi kebutuhan langsung oleh setiap SKPD dalam lingkup 
kota Makassar dan ini yang menjadi indikator dari kami selaku 
anggota dewan untuk merumuskan dan membahas pantas dan 
                                                             
39  Soejono Sukanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 2008,  Rajawali Pers: 
Jakarta, hal. 23. 
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layak diberikan dan dibuatkan dalam sebuah peraturan 
daerah.40 
b. Kesediaan tenaga ahli dan tenaga pengadaan yang bertugas. 
Dalam pembahasan dan perumusan Peraturan Daerah 
yang dilakukan oleh anggota DPRD kota Makassar 
menggunakan tenaga ahli untuk diperbantukan pada institusi 
DPRD dalam merumuskan Peraturan Daerah agar nantinya 
Peraturan Daerah yang dibuat sesuai dengan mekanisme 
pembuatan Peraturan Daerah yang keberadaannya dapat 
memperkuat dan menunjang tugas anggota DPRD. Tenaga ahli 
ntersebut berasal dari kalangan akademisi, yaitu Prof. Dr 
Achmad Rusalan, S.H., M.H selaku tenaga ahli anggota DPRD  
Makassar dalam merumuskan RANPERDA ..  
c. Kehadiran anggota DPRD 
DPRD sebagai pelaksana dalam pembahasan dan 
penyusunan Peraturan Daerah sangat berpengaruh terhadap 
kehadiran Anggota dewan yang berkewajiban untuk menyusun 
dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebijakan yang 
telah ditetapkan. Dengan hadirnya seluruh anggota DPRD yang 
minimal memenuhi kuota (quorum) dalam sidang pleno maka 
penyusunan Perda dan pengambilan keputusan yang sah akan 
terwujud. Selain itu Anggota dewan juga harus memahami 
                                                             




peraturan daerah yang dibuat karena Peraturan Daerah sebagai 
dasar hukum untuk mengaplikasikan kebijakan anggaran 
pembangunan daerah dan juga sebagai wujud untuk 
menjalankan fungsi legilasi. 
Aturan tata tertib dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dimana disebutkan apabila enam 
kali berturut-turut absen dalam rapat paripurna, akan langsung 
dijatuhi sanksi, namun pada kenyataannya terdapat beberapa 
anggota DPRD yang mengakali tata tertib tersebut, mereka 
sesekali hadir dan absen pada rapat.  
Untuk pengambilan data secara lengkap mengenai daftar 
kehadiran anggota DPRD Makassar, penulis mendapatkan 
kendala karena yang bersangkutan tidak bersedia 
membeberkan daftar hadir anggota DPRD secara tertulis 
dimana hal ini juga sebagai bukti bahwa anggota DPRD 
Makassar masih menutup diri dalam membeberkan data perihal 
kinerja mereka, namun menurut hasil wawancara dari Bapak 
Anwar Razak, anggota KOPEL Indonesia mengatakan 
kehadiran anggota DPRD Makassar hanya mencapai 81 
persen. Penilaian dilakukan berdasarkan kehadiran dalam rapat 
wakil rakyat. KOPEL memantau daftar hadir pada rapat 
paripurna, komisi, dan badan anggaran. Dia mengatakan, dari 
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50 legislator DPRD Makassar, ada beberapa legislator yang 
dinilai malas ikut rapat.41 
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Sumber : Komisi Pemantau Legislatif Kota Makassar (2015) 
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa kehadiran 
angota DPRD Makassar berdasarkan agenda rapat, tidak 
semua anggota DPRD Makassar dapat hadir sepenuhnya, 
seperti kita lihat pada rapat pembahasan kebijakan umum 
                                                             
41 Hasil wawancara dengan Anwar Razak, Anggota Komite Pemantau Legislatif Kota Makassar, 
Tanggal 16 Oktober 2015 
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anggaran/platform anggaran sementara yang hanya dihadiri 
oleh 84% anggota. Begitu pula dengan rapat komisi, khususnya 
komisi C dan rapat badan anggaran yang kehadiran anggotanya 
hanya sekitar 81% dan 83%. 
2. Faktor penghambat  
Proses pelaksanaan keterbukaan dalam menyunsun 
Peraturan Daerah terdapat juga faktor yang mengahambat, 
yang disebutkan sebagai berikut : 
a. Minim dan tidak meratanya pemahaman Anggota DPRD 
tentang penyusunan Peraturan Daerah. 
Pemahaman dalam penyusunan Peraturan Daerah 
ini terdapat kekeliruan anggota dewan dalam penyusunan,ini 
sejalan dengan wawancara dengan bapak Ahmad Santa, 
selaku anggota KOPEL mengatakan bahwa anggota DPRD 
kota Makassar rutin dalam kegiatan Bimbingan Teknis itu 
berarti segala aturan serta kebijakan yang telah dibuat 
seharusnya sudah dipahami dengan baik, akan tetapi masih 
ada sebagian dari Anggota DPRD khususnya Badan 
Anggaran yang belum memahami asas-asas dalam 
penyusunan Peraturan Daerah, dikarenakan sumber daya 
manusianya yang berbeda-beda dalam artian pendidikan 
Anggota Dewan yang tingkatannya berbeda. Dari 
permasalahan ini akan berdampak kepada tugas dan 
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fungsinya dalam menjalankan kinerja sebagai anggota 
DPRD. Adapun data pendidikan Anggota DPRD Periode 
2014-2019 : 
Tabel 2. Data Kualifikasi Pendidikan Anggota DPRD 
Makassar Periode 2014-2019 




( % ) 
Keterangan 
1 SMA 3 6 % IPA, IPS 
2 DIPLOMA III 2 4 % Ilmu Komputer 
3 STRATA I 37 74 % Ilmu Hukum, 




dan Sastra, Ilmu 
Agama 
4 STRATA II 7 14 % Ilmu 
Manajemen, 
Ilmu Sosial 
5 STRATA III 1 2 % Ilmu 
Manajemen 
Sumber : DPRD-makassarkota.go.id/ 
Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan bahwa dari 
skala mayoritas, Anggota DPRD Makassar berpendidikan 
SMA sebanyak 6%, Diploma 4%, Strata I yaitu 74%, Strata II 
berjumlah 14% dan Strata III berjumlah 2%, yaitu ilmu 
hukum, Sosial dan Politik, Teknik, Ilmu Ekonomi, Ilmu 
Bahasa dan Sastra, Ilmu Agama, ilmu Manajemen. Hal ini 
menunjukkan ketidakmerataan pemahaman masing-masing 
anggota DPRD berdasarkan latar belakang pendidikan yang 
berbeda-beda, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum dinilai 
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minim karena hanya terdapat 7 (tujuh) orang anggota DPRD 
Makassar yang berlatar belakang sarjana hukum, dimana 
bidang hukum ini sangatlah penting dalam peranan untuk 
merumuskan RANPERDA tersebut khususnya dalam hal 
perumusan naskah akademik. 
b. Pola komunikasi kurang efektif 
Menurut hasil wawancara dengan anggota DPRD 
kota Makassar, Bapak Zaenal Dg Beta dari fraksi Partai PAN 
menjelaskan bahwa DPRD kota Makassar dalam melakukan 
penyusunan Peraturan Daerah masih kurang komunikatif 
antara DPRD dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan masih 
tingginya pertimbangan keputusan yang bersifat subyektif 
berupa perumusan dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, 
penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem 
politik, sehingga unsur-unsur obyektif yang menyangkut 
kepentingan masyarakat yang seharusnya lebih diutamakan 
menjadi kurang diperhatikan.42 
c. Keterlambatan penyetoran Rencana Kerja Anggaran dari 
Pemerintah Kota. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota 
DPRD kota Makassar, Bapak Andi Nurman dari fraksi Partai 
Golkar menerangkan bahwa DPRD dalam melakukan 
                                                             
42 Hasil wawancara dengan Zaenal Dg Beta, Anggota Badan Musyawarah DPRD Kota Makassar, 
Tanggal 20 September 2015 
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pembahasan dengan pemerintah terkadang terjadi 
keterlambatan yang mengakibatkan sidang atau rapat yang 
seharusnya terlaksana akan terjadi penundaan. Menurut 
penulis ini dikarenakan masih banyaknya campur tangan 
dan intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai 
kepentingan terhadap penyusunan Peraturan Daerah yang 
dibuat, sehingga jika terjadi penundaan ini mengakibatkan 
sidang-sidang berikutnya akan terjadi penundaan pula, 
dengan demikian yang dirugikan dalam hal ini adalah 
masyarakat. 
Seperti yang terjadi sebelumnya mengenai jadwal 
pembahasan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Perda) 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 
2015 tertunda. Jika sebelumnya anggota DPRD Makassar 
mengagendakan pada bulan Agustus 2015 akan dibahas, 
namun karena pertimbangan kelengkapan akhirnya diundur 
pada bulan Oktober 2015. Penyebabnya karena Pemerintah 
Kota Makassar dalam hal ini Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Makassar belum juga 
merampungkan.43  
 
                                                             




d. Beberapa Anggota DPRD terkesan lebih mengedepankan 
kepentingan partai daripada kepentingan rakyat 
Anggota DPRD dalam melakukan penyusunan 
Peraturan Daerah tentang APBD masih cenderung tidak 
mengedepankan asas kemanfaatan terhadap kepentingan 
rakyat, dimana masih adanya anggota DPRD yang 
mengedepankan kepentingan partai dibandingkan dengan 
kepentingan rakyat. Ini tercermin dari beberapa sidang yang 
dimana penulis melihat langsung sidang dalam pembahasan 
pembetukan Peraturan Daerah, terkadang dalam 
pembahasan terkesan memiliki kepentingan partai dan 
saling menyalahkan dalam perumusan peraturan daerah 
tentang APBD. 
Menurut hasil wawancara dengan anggota Komite 
Pemantau Legislatif kota Makassar, Bapak Anwar Razak, 
contoh konkrit seperti yang dialami oleh lima legislator DPRD 
Kota Makassar yang dijatuhi sanksi dari dewan etik DPC 
Gerindra Makassar berupa peringatan untuk tidak 
mengulangi perbuatannya lagi. Kelima legislator Gerindra 
Makassar ini yaitu Ahmad Fahlevi, Amar Bhustanul, Eric 
Horas, Lisdayanti Sabri dan Mustafa Alwi dianggap lebih 
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mementingkan kepentingan pribadi dan jabatannya sebagai 
anggota DPRD dari pada kegiatan internal Partai.44 
e. DPRD masih menganggap hasil penetapan Peraturan 
Daerah kota Makassar (dokumen) bersifat rahasia. 
Menurut hasil wawancara dengan anggota Komite 
Pemantau Legislatif kota Makassar, Bapak Ahmad Santa, 
menjelaskan bahwa peraturan daerah yang telah disusun 
dan menjadi dokumen  oleh DPRD masih bersifat rahasia, ini 
disebab masih adanya kesulitan masyarakat atau lembaga 
non pemerintahan dalam mengakses penetapan peraturan 
daerah tentang APBD yang disusun oleh DPRD, sedangkan 
dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik 
menjelaskan bahwa Hak memperoleh informasi merupakan 
hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik 
merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang 
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan 
penyelenggaraan Negara yang baik. 
  
                                                             






A. Kesimpulan  
1. Pelaksanaan Asas Keterbukaan DPRD dalam penyusunan 
peraturan daerah Kota Makassar secara tahapan sudah sesuai 
dengan susunan aturan dan prosedur yang telah diatur dengan 
mengacu pada undang-undang pembentukan peraturan 
Perundang-undangan, namun pelaksanaan pembahasan dan 
penyusunan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang APBD 
belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka atau tidak 
transparansi, karena masih adanya rapat yang seharusnya bersifat 
terbuka untuk publik namun dilaksanakan secara tertutup 
khususnya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Ini menunjukkan bahwa mayoritas Anggota DPRD kota 
Makassar belum memahami dan menyadari bentuk pembahasan 
yang mana bersifat terbuka maupun tertutup atau bersifat rahasia.  
2. Faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan asas keterbukaan 
DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah Makassar ada 2 yaitu 
Faktor pendukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana yang 
memadai, kesediaan tenaga ahli dan tenaga pengadaan yang 
bertugas, dan kehadiran anggota DPRD (tepat waktu). Faktor 
penghambat yaitu minimnya pemahaman atau tidak meratanya 
pemahaman Anggota DPRD tentang penyusunan Perturan Daerah, 
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pola komunikasi kurang efektif, keterlambatan penyetoran Rencana 
Kerja Anggaran dari Pemerintah Kota, beberapa Anggota DPRD 
terkesan lebih mengedepankan kepentingan partai daripada 
kepentingan rakyat, dan DPRD masih menganggap hasil 
penetapan Peraturan Daerah kota Makassar (dokumen) bersifat 
rahasia 
B. Saran 
1. Dalam pembahasan dan penyusunan Peraturan Daerah sudah 
semestinya mengedepankan asas keterbukan, karena sangat jelas 
diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 
Keterbukaan Informasi publik, yang sudah menjadi kebutuhan 
pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan 
sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan 
Nasional. 
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan asas 
keterbukaan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah 
Makassar sebaiknya diminimalisir agar proses pelaksanaan asas 
keterbukaan sepenuhnya dapat diterapkan dengan baik.  
3. Diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam 
pembentukan kebijakan publik, dimana peran pemerintah daerah 
harus lebih aktif membuka ruang-ruang untuk menyampaikan 
aspirasi masyarakat sehingga fungsi kontrol dapat berjalan dan 
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